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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 

 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai 

amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang 

mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan serta 

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan 

publik. 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan layanan informasi publik diatur secara 

terperinci melalui pedoman yang mengharuskan Badan Publik untuk membentuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berfungsi sebagai 

fasilitator utama dalam memberikan layanan informasi yang sesuai dengan prinsip 

keterbukaan, kecuali untuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelayanan informasi 

publik terus mengalami peningkatan melalui layanan digitalisasi. Platform daring, 

aplikasi e-PPID, hingga kanal komunikasi lainnya dimanfaatkan untuk memberikan 

kemudahan dan kecepatan akses kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan 

layanan informasi publik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Oleh karena itu, kebijakan layanan informasi publik tidak hanya menjadi alat 

untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga sebagai upaya 

membangun kepercayaan publik terhadap Badan Publik melalui layanan yang 

profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berorientasi pada 

kualitas layanan prima. 

 

1.2 PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan 

sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan 
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mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara  cepat dan sesuai 

dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara 

nasional. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus 

berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana sebagai UPT di 

bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus berupaya mengoptimalkan 

pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan 

Jembrana dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan 

keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi 

lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. 

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2023, diatur 

secara rinci kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa 

kelembagaan tersebut terdiri atas : 

a. Atasan PPID Kementerian 

b. PPID Kementerian 

c. Atasan PPID Pelaksana 

d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas : 

1. PPID Unit Organisasi Eselon I 

2. PPID UPT 

3. PPID LPMUKP 

Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, sebagai PPID UPT memiliki 

kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) 

pada bagian c menyatakan untuk atasan PPID UPT dijabat oleh kepala UPT. Berikut 

struktur kelembagaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.  
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Dalam gambar diatas menjelaskan kelembagaan PPID Politeknik Kelautan 

dan Perikanan Jembrana sebagai berikut : 

1. Penanggung Jawab PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dijabat 

oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikana Jembrana; 

2. Pengarah PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dijabat oleh Wakil 

Direktur 1, 2, dan 3; 

3. Ketua PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana; 

4. Anggota PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. 

 

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

Tugas dan wewenang PPID di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, 

khususnya tugas PPID, mencakup : 

a. Mengelola Informasi Publik 

b. Menyediakan Layanan Informasi 

c. Melakukan Pengklasifikasian Informasi 

d. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik 

e. Menangani Permohonan Informasi 

f. Mengkoordinasikan Layanan Informasi 

g. Menyelesaikan Sengketa Informasi 

h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh 

publik 

i. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik 

j. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan 

Informasi  guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik 

k. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

l. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik 

m. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian 

n. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal 

Permintaan Informasi Publik ditolak 

o. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas 

PPID Pelaksana 

 

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik 

Tujuan pelayanan informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan 

Jembrana, antara lain: 
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1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara 

efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi; 

2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik 

dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 

3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik 

dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik; 

4. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; 

5. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik 

yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga bulan; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang 

telah dilaksanakan selama kurun per tiga bulan; 

7. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; 

8. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul 

dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik. 

 

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik 

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: 

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat 

dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan 

tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas serta disajikan dengan 

lengkap atau mudah diakses; 

2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan 

pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan; 

3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan 

dengan jenis dan format yang disediakan PPID. 
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Jenis informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang 

diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan 

informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik 

yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri utama negara demokratis 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dengan tujuan utama mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan informasi publik yang 

optimal menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang melek informasi. 

Dari sisi pemohon informasi, proses permohonan harus dilakukan sesuai aturan dan 

kaidah yang berlaku. Sementara itu, pemberi informasi wajib mengelola informasi 

secara profesional, mematuhi peraturan, serta memberikan pelayanan yang tulus dan 

sesuai standar. Keterbukaan informasi publik membuka peluang bagi masyarakat 

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, sekaligus mendorong 

peningkatan  kualitas layanan informasi yang lebih baik dan transparan. 

 

1.7 Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan 

informasi publik terdiri atas: 

● Desk Informasi Publik. 

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi 

yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan 

desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini 

sebagai berikut: 

1. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan; 

2. 1 unit PC yang terhubung dengan internet; 

3. 1 set meja dan kursi rapat; 

4. Lemari dokumen; 

5. Dispenser; 

6. Air Conditioner (AC); 

7. Rak Peralatan; 

8. Buku registrasi permohonan informasi; 

9. Formulir permohonan informasi; 
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10. Formulir keberatan informasi publik; 

11. Banner Informasi Jam kerja PPID; 

12. QR daftar hadir; 

13. QR Survey Kepuasan; 

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang 

datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat 

digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID. 

Selain itu, ruang pelayanan permohonan informasi publik juga berfungsi 

sebagai tempat untuk mengajukan permohonan informasi atau berkomunikasi bagi 

masyarakat yang membutuhkan informasi. 

 

 

Gambar 1. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi Publik PKPJ 

 

 

Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Publik PKPJ 
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Gambar 3. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik PKPJ 

 

 

Gambar 4. Meja Rapat atau Diskusi 
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1.8 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi 

Layanan informasi publik di PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

pada tahun 2024 terdapat 11 orang yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab yaitu 

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, 3 orang pengarah terdiri dari 

Wakil Direktur, 1 orang ketua, serta 6 orang anggota PPID Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Jembrana.  

Tim Layanan Informasi Publik melakukan tugas-tugas antara lain : melayani 

dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta 

melakukan layanan call center dan media sosial, pengelolaan konten website KKP dan 

website PPID serta pengelelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik. 

Untuk anggaran pelayanan informasi dan PPID sejumlah Rp. 4.357.000,- dan 

rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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II. PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Meningkatkan performa PPID merupakan langkah strategis untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan mengutamakan 

profesionalisme, responsivitas, dan inovasi, PPID berperan sebagai garda terdepan dalam 

menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku 

kepentingan adalah kunci utama untuk menciptakan layanan informasi yang berkualitas 

dan terpercaya. Bersama-sama, kita dapat menjadikan PPID sebagai pilar utama dalam 

mendukung keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan publik. Daftar Informasi 

Publik tersedia dan dapat diakses dengan mudah melalui website ppid.kkp.go.id, 

sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. 

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan    

pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi bisa 

langsung mengunjungi ruang layanan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

dengan terlebih dahulu memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID. 

Permohonan informasi tersebut akan dibimbing langsung oleh petugas PPID. Demikian 

juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta 

melalui telephone PPID yang nantinya akan diarahkan untuk mengisi permohonan 

informasi melalui aplikasi PPID. 

Pada triwulan keempat ini, adapun kegiatan terkait PPID yang dilakukan oleh 

pelaksana PPID adalah mengisi SAQ (Self Assessment Questionnaire) dalam rangka 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi lingkup Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2024. Pengisian SAQ ini berakhir pada awal bulan November 2024 

dan selanjutnya akan dilakukan penilaian atau verifikasi dokumen SAQ (Self Assessment 

Questionnaire) PPID UPT. 

Untuk hasil evaluasi SAQ KIP KKP pada UPT lingkup Pusat Pendidikan, 

Politeknik KP Jembrana memperoleh nilai verifikasi sebesar 84,8 dengan predikat yaitu 

“Menuju Informatif”. Nilai tersebut mengalami penambahan dibandingkan hasil penilaian 

SAQ PPID untuk Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan pada 

tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2024 yang memperoleh score 83,5.  

Untuk mendapatkan predikat “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Publik, Politeknik KP Jembrana perlu mencapai nilai minimun yaitu 90, 

sehingga disini Politeknik KP Jembrana perlu melengkapi beberapa hal yang dibutuhkan 
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untuk menunjang penilaian. 

Setelah penyampaian Hasil Verifikasi SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Lingkup KKP pada UPT lingkup BPPSDM Tahun 2024 secara daring, 

PPID UPT diwajibkan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ 

berdasarkan format yang telah ditentukan. Disini Politeknik KP Jembrana membuat Surat 

Klarifikasi Hasil SAQ KIP PPID UPT Politeknik KP Jembrana yang dikirim melalui 

portal KKP dengan menyertakan pada lampiran terkait beberapa hal yang telah diperbaiki 

oleh pelaksana PPID Politeknik KP Jembrana. 

 

2.1 Permohonan Informasi Periode Oktober – November 2024 

Pada periode triwulan keempat yaitu bulan Oktober s.d. November 2024, untuk 

permohonan informasi yang masuk ke PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

baik melalui aplikasi ataupun pemohon yang datang langsung ke ruang pelayanan PPID 

PKPJ, dan pemohon yang menyampaikan permohonan informasi melalui surat elektronik 

(email) tidak ada. 
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III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

3.1 Kesimpulan 

Pada triwulan keempat, kegiatan layanan informasi publik masih memiliki 

beberapa kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Triwulan keempat ini menjadi 

tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima. Dalam pelaksanaan 

kegiatan layanan informasi publik, PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

memiliki beberapa kendala, baik kendala internal ataupun eksternal, antara lain: 

 

Kendala Internal 

• Masih dalam pengembangan website PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 

Jembrana; 

• Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Jembrana; 

• Belum terbentuknya pemahaman yang sama terhadap penentuan klasifikasi 

jenis informasi yang dikecualikan; 

• Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumber daya manusia dalam 

mendukung kinerja pelayanan informasi publik di Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Jembrana; 

• Belum optimalnya proses standar layanan publik di Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Jembrana 

• Belum terlaksananya Forum Konsultasi Publik dengan  pembahasan Standar 

Layanan Publik 

 

Kendala Eksternal 

• Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi bahwa ada informasi 

yang tidak terbuka atau publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

 

3.2 Rekomendasi 

1. Mengembangkan website yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi untuk 

menjawab tantangan era komunikasi digital masa kini, sebagai media informasi 

dan komunikasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana kepada masyarakat 

luas mengenai berbagai hal terkait kelautan dan perikanan; 

2. Mengembangkan aplikasi e-PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 
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untuk pelayanan informasi publik ; 

3. Memperkuat kelembagaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana; 

4. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan 

prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia 

dalam penyelenggaraan layanan informasi publik  yang prima. 

5. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana terus koordinasi dengan PPID 

KKP guna memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. 
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Mengikuti zoom Hasil Evaluasi SAQ KIP 

KKP lingkup BPPSDM KP yang 

diselenggarakan secara daring tanggal  5 

Desember 2024. 

LAMPIRAN 

 

 


	58341303e1fded6deedb1e73fae1da6565c5a6b472d8c3c6230cc571f636be87.pdf
	e8c98bd3ece8383866ce283217a7a521af0308a7e6826caecdd5072d38abc07b.pdf
	58341303e1fded6deedb1e73fae1da6565c5a6b472d8c3c6230cc571f636be87.pdf

